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I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya 

Pasal 5 huruf e dan Pasal 100 memberikan kewenangan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal untuk melakukan pemeriksaan di bidang pasar 

modal dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang 

teratur, wajar, dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan pemodal 

dan masyarakat yang dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 

Bidang Pasar Modal. 

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar 

modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 

kewenangan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor pasar modal. 
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